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BUPAT LANGMT

PROV口ISI SWATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LANCKAT
NOMOR:  lg、 ぃ。い え。t,

TENTANG

RINCIAN TUCAS POKOK,FUNCSIDAN TATA KER」 A
SATUAN POLISIPAMONC PRA」 A KABUPATEN LANGKAT

DENCAN RAHMAT TUHAN YANC MAHA ESA

MeoiEbaog : a-

BUPATI LANGKAT

bahlva untuk melaksanakan ketentuan Pasal 125 A Perdturan Daerah
Nomor I Tahun 2015 Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 23 Tahutr
2007 tctang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah IGbupateo
LanSkat;
bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada humf c Eaka perlu
menetapkan Perrlturan Bupali Langkai tErltang Rincian Tugas Pokok,
Fungsi dar Tata Kerja Satuan Polisi Pamong PBja Kabupaten l-angkat

Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daeral
Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkr:agan Propinsi SuEatera Utara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, TambalEtr
I-embaran Negma Republik lndoncsia Nomor 1092);
Undarg Undang Nomor 33 ]'ahun 2004 tentang Perimbangan K.uangau
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerinlah Dae.ah (Lembalan Negan
Republik lndonesia Talun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia 4844);
Undang - Undang Nomor 23 Talun 2014 tetrtang Pemerifltahan Daqah
(Lembaran Negara Republik Indonesia TahuD 2014 Nomor 244),
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
Peratuan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 Tenta[g Perpindaltan Ibukota
Kabupaten Daemi Tingkal ll Langkat dari Binjai ke Stabat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9, Tambah,an Lembaian
Republik Indonesia Nomor 1092);
Peratuan Peme ntah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan batas
wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Biriai, Kabupaten Daerah Tingkat
II Langkat dan Kabupatcn Daerah Tingkat II DeIi Serdang (Lembamn
Negara Republik lndonesin Tahuo 1986 Nomor I I, Tambahan LembaraD
Negara Republik Indonesia Nomor 3323);
Peraturan Pemerintah Nomor 4l Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indouesia Tahun 2007
Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomot
4741);
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Talun 2010 tentang Satuan Polisi Pamoq
Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);

8. Pelatuan Menteri dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1993 tentang PembiMan
Ketentraman dan K€tertiban di Wilayah;

9. Peraturan Menteri Datam Negeri Nomor 26 ta}lui 2005 tentang Plosedur
tetap Operasional Sanrafl Polisi Pamong Prqi4

10. Peratura, Daerah Nomor 23 tahun 2007 tentang Pembentukan
Orga.risasi Perangkat Daerah Kabupaten La[gkat sebagian telah diubah
dalam P€ratutan Daerah Nomor I Tahufl 2015 (Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten [-angkat);

11. Peratumn Dacrah Nomor 4 T$un 2009 lentang Urusar Pemerintahan
yang nrenjadi Kewenangan Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah
Kabupaten Langkat Tahun 2009 Nomor l,(Lembaran Daerah Kabupatei
Langkat Nomor 3).

MEMUTUSKAnl:

BUPATI TENTANG TUCAS POК OK FulCSI DAN
SATUAN POLISI PAMONC PRAJA KABUPATEN

Melletapkall : PERATIIRAN
TATA KERJA
LANGKAT

BAB I
KETEI{TUAN UI\IUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
l. Daerah adalah Kabupaten Langkat.
2. Pemerintai Daerah adalah Bupati besena Perangkat Daemh sebagai r:nsur Penyelenggara

Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati LaDgkat.
4. Sekretaris Daerah adalah Seketaris Daerah Kabupaten.
5. Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutlya disingkat Satpol PP adalah bagian Perangkat

Daerah dclam Penegakan PeBturan Daemh dan PenyeleDggaraan KetertibaD Umum datr
KeteDtraman Mesyara.kat.

6. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai Aparat Pemerintah Daerah dalao
Penegakan Perahrran Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenFaman
Masyarakar.

7. KeEniban Umum dan Ketentaman Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang
hemungkinkan Pemerintah Daerail da.n Masyarakat dapat melalokan kegiatannya deogan
tentram, tertib dan teratur.

8. Kepala adalah Kepala Satua,.r Polisi Pamong Prajd Kabupaten Largkat.
9. Sub. Bagian Tata Usaha adalal Sub Bagian Tala Usaha pada SatMn Polisi Pa$ong Praia

Kabupaten Langkat.
10. Seki adalah Seksipada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Laogkat,
ll. Kelompok Jabatatr Fungsional dalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi Tugas,

wewenaog hak secara penuh oleh pejabat yang berwcnang untuk melaksaflakan kegiatan
yang sesuai dengan profesinya dala$ rangka menunjang kelancaran Flaksanaan tugas
keleobagaaD peralgkat Daerah.
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BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN trfNGSI

Bagian Pcrtama
Kedudukan

Prsal 2

(1) Satuan ?olisi Pamong Praja adalah Lembaga Teknis Daerah dan merupakan bagian

Persngkat Daerah dibidang penegakan Peraturar Daerah, Ketertiban Umlrm daa

KeteotEman Masyarakat,
(2) Satuan Polisi pamong Praja dipimpin oleh seoratrg Kepala Satu.r! yang berkedudukao

dibawah dan bertanggung j awab kepada BuPati melalui Seketaris Daerah.

BAB III
SUSINAN ORGANISASI

Pasal 3

Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dad :

a. Kepala Satuan;
b. Sub Bagian Tata Usaha;

c. Seksi PeDegalian Peratuan Perundalg-undangan Daerah;

d. Seksi Kete iban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
e. Seksi Pelgembangan Kapasitas;
i Seksi Sarana dan Prbsarana;
g. Seksi PerlinduagaiiiMasyaiakat;
h. Uiit Pelal$sna Satpol PP Kabupatcnl
i. Kelompok jabatan firngsional.

BAB IV
RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI

Prragraf I
Kcpala Satuan

Pasel 4

(l) Kepala Satuan mempunyai ogas Pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan
Satuan Polisi Pamong Praj3 dalam menbanlu Bupati menyeleDggarakan Pemerintah Daerah
dibidalg Penegakan Pelaturan Daerah, Peraturan Bupati, menyelenggarakan ketertiban
umum dan k"-teotraman masyarakat serla perlindungan masyarakat.

(2) Untuk meryelenggarakan tugas pokok sebagaima:ra dimaksud pada ayat (l), Kepala Satuan
mempunyai fimgsi:
a. penyusuEn progmm dan pclaksaman Pcnegakan Perahrm$ Daerah, Penyelenggaraan

ketertiban u.rnum dao ketentr6man masyarakat serta perlindr8gan masyarakat;
b. pelaksanaan kebijakan Penegakal Peraturan DaeratL Peraturan Bupati dan keputusa.n

Bupari;
c. pelaksanaao kebijakan umum dan ketenhaman masyaralat di daerah;
d. pelaksaoaa, kebijakan perlindungan masyamtat;
e. pelaksanaan koordinasi penegpkan Peraturan DaeEh, Peraturan Bupati, Keputusan

Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dal ketentsaman masyarakat dengan
Kepolisiao Negara Republik tndonesi., Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerdh, dadatau
aparaiur lainnya;

f. pengawasan terhadap hasyarakal, Apamtur atau Badan Hukum agar memahihi dan
meDtaatr PeEtDran Daerah, Perri,rran BuP.ti drn KaPutusaD BuPati;
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g. penyeleoSgaraan pembinaan administrasi ketatausahaan yang meliputi urusan umum daD

progDrn kantor;
h. pelalsanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fiugsinya.

(3) Da.larD melaksaoakm ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) Kepala Satuan Polisi
Pamong praja mempunyai tugas :

l) mengikuti proses pen),usuBn peratur€n peruldalg-undangpn serta kegiataa pembinaan
dan penyebarluasan produk hukum daerah;

2) membantu pengamanan dan pengawalan tamu VVIP termasuk Pejabat NegBia dan Tamu
Negara;

3) melalcanakan pengamanan dan penertiban asset yang belum teradminisEasi sesuai
dengan ketentuan peIaturan pcrundang-unda[gan;

4) membaotu pengainanan da, pcnertiban penyelerggaraan keramaian da€rah dadatau
kegiatar yang berskala masal;

5) pelaksanaan tugas penrerintalan umum lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai
detrgalr prosedur dan kclentuan peraturan penurdang-urdaflgan.

Psreg.af2
Sub Bagian Tata Usaha

I'asal 5

Kepala Sub Bagian Tara Usaha mempunyai tr.rgas :

a. metr]usutLul rencana dar program kera operasiorul kegiatan pengelolaan keungan dan
pelayanar admhistrasi umum, kerumahtanggaai dan pengelolaan admiristrasi kepegawaiaD;

b. melaksanakan peneaimaan, pendistribusian dan pengiriman naskah dinas sefla pengelolaan
dokumentasi dan kedsipan;
melaksamkan pengelolaan administaiasi kepegawa; an;
menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaar kcpegarvaiaa di lingkungan ka[tor;
menyiapkan bahan perencanaan kebutuhan diklat pegawai;
melaksanakaa peogkoordinasian penf[unan program keda dan rencana anggaran
pendapatan dan belaDja kantor dengan para Kepala Seksi di lingkungan kantor;
mengkoordinasian penwsunan fuKA, DPA daII DPPA dengan para Kepala Seksi di
liogkungan Kantor;
melaksanakan pengelolaan administrasi keuangani
men,'usrm dan menyampaikan laporan keuangan kantor yang metiputi laporan rcalisasi
anggaran nelaca dalt catatan atas lapora[ keuangan;

j. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidarg tugas dan fungsillya.

Paragraf3
Seksi Penegakar Peraturan P€runda[g-undaDgrtr Doeirh

Pasal 6

Kepala Scksi Penegakan Perundang-undangan daerah mempunyai tugas i
a. mengutpulkan dan mengolah data untuk menyusun pe[uljuk pelaksanaan penegakan
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Peratuan Daerah dar/atau Peraturan Bupati;
melakrkan pengawasan terhadap masya&kat, aparatu atau badan hukum agar mematuhi dan
meflaati penegakan Peraturan Daera\ Pemturar Bupati, dan Keputusan Bupati;
melalorkan Penyidikan dan Penuntutan terhadap pelanggaran PeEturaD Daerah dar/atau
Peraturan Bupati;
mengkoordinasikan dengan penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Daerah dalam penegakan
Pemtur-aD Daanh daD,/atau Peraturan Bupatii
melaksana*ari kegiatan mengikuti pen),rsunan peranuan perundang-undangan serta kegiataD
pembinaan dan penyebarluasa.n produk hukurn daerah;
melaksanakan tuga! kediaasan lain seeuai dontan bidang tuSas dalt fungsinya.
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Plragrrf4
Seksi Ketertiban Umum daD Keteniraman Mrsyarakat

Pasal 7

Kepala Seksi ketertibafl'umum dan ketentraman masyarakat mempunyai tugas :

a. men),usun prograh daa pelaksanaan penyelenggaraan ketetiban umum dan ketentlaman

masyamkat;
b, melaksanakan kebijakarr penyelenggaraan ketertiban umum dan keteftraman masyarakat;

c. melaksarEkan koordinasi penyeleflggaraan ketertiban umum alan ketentraman masyarakat

deogar Kepolisian Negan Republik lndolrcsia, penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah
dan/atau rparatur lainnya;

d. melaksalakan kegiatan membnntu pengamanan dan penertiban penyele ggardan pemilihan
umum dan Pemilihan umum Kopala Daerah;

e. melaksanakan kegiatan membantu peng&nanan de.rl pen€riiban pelyelenggaraan kerarraian
daerah dadatau kegiatar yang berskala masal;

i melaksarukan pengamanan dan penertiban asset ya g belum teradministrasi sesuai dengan
ketentuan peraturan penrndang-undangan;

g. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fiulgsiflya.

Psr.gr.f5
Scksi Pengembangan Kapasitas

Pasel 8

Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas mempunyai tugas :

a. menytsun bahan kebijaksanaan pengembangaa kapasitas personil Polisi Pamong Praja;
b. menluun bahan kebijaksanaan pengamanan;
c. melalcrka[ pembiiaan personil Potisi Pamong Praja:
d. menyusun kebijakan Operasional pengawasan dan Kesanaptaan;
e. menpsun kebijakan Operasional dalam rangka koordinasi penyelenggaraan kete ramai dan

ketertiban udum dengan apamtur kearnsnan;
f. meoyusun kebijakan operasional dalarn rangka tertib wilayah;
g. menl'usun kebijakan dahm rangka tertib pcrundang-unda-ngan;
h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidaDg tugas da.n imgsinya.
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Kepala Seksi Sarala dan Prasaraaa mempunyai tugas :

a. menyustut rencana dan program keda operasional kegiatan pengadaan daa pemeliharaan
Sarana dan Prasarana;

b. melaksaaakan penyimpanan pendistribusian dan inventarisasi sarana da.n plasarana Satuan
Polisi Pamong Plaja;

c, melakukan pengawasan terhadap pemenuhan Standar Nasional Sarana dan Prasarana Satuan
Polisil Pamong Praja;

d. melakutau pengawasan pendayagunaan banhran sarana dan prasaraoa SaluaD tr isi pamory
P-ja;

e. melakukan pemelihaman sarana dan prasarana Satuan Polisi Pamory Prajal
f. melatsarukan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan fi.tngsi[ya.



Par.grefT
Seksi PerliDduugstr Masyrrakat

P.srl l0

Kepala Seksi Perlindungatr MasyaJakat mempunyai tugas :

a. menyiapkan bahat perumusan kebijakan perlindungan masyara.lq!
b. menlapkan bahan perumusan kebijakan SDM Perlindungan Masyarakal
c. melakukan koordhasi tugas dar program perlitrdungar masyarakat dengan iist nsi terkait;
d. melaksaDakm tuga.s lain sesuai dengan bidang tugas dan fu$gsinya.

Peregraf 8

Utrit Pcleksaoe Satpol PP X.bupater Latrgkat

ir Pasal 11

(l) Unit Pelaksana Satpol PP Kabuparen Langkat adalah Pelaksana Teknis Satpol PP yang
mempunyai tugas meiaksanakan scbagian lugas Satpol PP Kabupaten Langkat.

(2) Kepala UDit Pelaksana Satpol PP Kabupaten di Kecamatan secara ex-Officio dijabat oleh
Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Unlufl pada Kecamata!.

Paragrrf9
Kclompok Jabstan Fungsional

Prssl 12

dcllga,l ludlt[nrI uiLll r.r.iouru r.rir.

(2) Kelompok jabatan irgsional sebagaimana dimaksud ayat (i) dipimpin oleh seomng
Tenaga frrngsional senior yang ditunjuk yang bemda di bawah dan betuIlggung jawab
kepada Kepala Satuan.

(3) JuIr alt tenaga fiDgsional scbagairnana dimaksud pada ayat (l), ditentukan bedasarkan
kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis datr jeajang jabatan fungsional ini, dianf berdasarkatr pei"aturan perundang-utdangan
yang bertaku.

(5) Kelompok jabat$ firDgsional mempunyai. tugas sesuai dengan peratuan perunda[g-
urdangan yang be aku.

BAB V
IATA KERJA

B.gi.n Pcrtams
Umum

Pasal l3

(l) Satpol PP dalam melaksanakan kewenangannya waiib menerapkan prinsip koordinasi,
integrasi dalr sioklonisasi secaja vertikal dan horizonta.l.

(2) Setiap pimpinan Satuan organisasi dalam lingkungan Satpol pp melaksanakan system
pengcndalian inleren dilingkungan masing-masing.

(3) Setiap piEpiDa! sahran organisasi dalam lingkungan Satpol pp bertaDggung jawab
meatupin dan rogngordinasikan bawahan dan memberikan peogalahan serta p;tunjul bagi
pelaksa[aan tugas bawahannya.

(4) Setiap piEpinan.Satuar Organisasi dalam lingl-ungan Satpol pp dalam melaken.k n tugas
melah*anpembioaaa dan pengawasan terhadap Satuq Orgarisasi di bawalhya
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Bagian Kedua
Pelaporan

Prsal 14

(1) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi / Unil kerja dilingkungan Satpol PP wajib mengikuti
dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan benanggung jawab kepada atasannya masing-masing,
serta menyampaikan laporan tepat waktu.

(2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan Satuan Organisasirunit Kerja dari
bawahamya, wajib diolal dan dipergunakan sebagai penyusunan laporaE lebih lanjut.

(3) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan masing-masing sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) pasal ini, tembusannya disampaikan kepada Satuan Organisssirunit kerja lainnya
yang s€cara fungsional memprmyai hubungan kerja,

(4) Peraturan mengenai teknis laporan dan cara penyampaian berpedoman pada ketentuan yang
berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

(l ) Dengan difetapkaDnya Peraturan ini, maka Peraturan Daerah Langkat Nomor 20 Tahun 2000
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Satuan Polisi Pamong Pmja
Kabupaten Laogkat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

(2) Peratuan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintalkan penguodangan Peraturan ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkal.

殿TI堅∫晋Ъ、L劉 5

Diundangkan di Stabat

pada tanggal 14-4- 2015

SEKRLTARIS KABUPATEN LANGKAT,
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Bagian Kcdua
Peiaporrn

Pasrl 14

(1) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi / Unit kerja dilingkuDgan Satpol PP wajib mengikuti
dan memaRfii petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada arasannya masing-mashg,
serta menyampaikan laporan tepat wal'h].

(2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinar Satuan Olgarisasirunit Kerja dari
bawaharDya5 wajib diolah dan dipcrgunakan sebagai pcn,.usunar laporao lebih lanjut.

(3) Dalam menyampaikan laporan kepada atasar masing-masing sebagairn na dimaksud pada
ayat (2) pasal ini, tembusannya disarnpaikan kepada Satuan Organisasirunit kerja lainnya
yang secara firogsional mempunyai hubungan kerja.

(4) Peaatwan mengenai teknis laporan dan cara penyampaian berpedoman pada ketentuan yang
berlaku.

BAB VI
KBTENTUAN PENUTUP

, l'{srl l5

(l) Dengan ditetapkannya Peratr,ran iui, maka Pcraturar Daerah Langkat Nomo! 20 Tahun 2000
tcntang P.mbentuk& Organisasi da.n Tata Kerja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
IGbupaten Longkat dicabut dan dinyalakan tidak berlaku;

(2) Peratuatr ini berlaku seja.k tanggal diu argkan.

Aga. setiap orang dapat mengetahuinya, mcmerintahkan pengundangan Peratuan ini daoga[
penenpaiannya dalarn Berita Daerai Kabupaten Langkat.

Diundangkan di Stabat
pada targgal i4-4- 2015

K-AI]I ]PATEN LANGKAI .
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